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Abstrak 

Halal menjadi sebuah kata kunci utama yang harus dimiliki oleh produk, khususnya di Indonesia 

sebagai sebuah negara yang mayoritas dihuni oleh kaum muslim dan menjadi negara dengan populasi 

Islam terbesar di dunia. Label halal yang melekat pada sebuah produk dapat memberikan jaminan 

kualitas kepada konsumennya. Meskipun pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikasi halal, 

ternyata kesadaran mereka untuk mengurus sertifikat halal masih cukup rendah. Hal ini utamanya 

diakibatkan oleh minimnya akses informasi. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

akademisi bekerjasama dengan pendamping halal mengajak secara aktif dan memberikan 

pendampingan pengurusan halal self-declare. Kegiatan pendampingan yang diikuti oleh 21 pelaku 

usaha F&B di lingkungan Universitas Telkom mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal. Proses pengurusan halal dimulai dengan pembuatan NIB 

yang kemudian dilanjutkan dengan pengisian tabel produk dan proses produksi sebagai data yang akan 

digunakan pada SiHalal. Pada hasil evaluasi kegiatan dapat dinyatakan bahwa peserta pendampingan 

mendapatkan manfaat dari paparan yang telah disampaikan oleh para narasumber sekaligus 

mendapatkan pengalaman praktis serta pengetahuan dalam pengurusan halal self-declare.  

Kata kunci: Halal Self-Declare, Pendampingan, Pelaku Usaha F&B, Sihalal 

 

Abstract 

Halal is the main keyword that products must have, especially in Indonesia as a country that is 

predominantly inhabited by Muslims and the country with the largest Muslim population in the world. 

The halal label attached to a product can provide quality assurance to consumers. Even though 

businesses know the importance of halal certification, it turns out that their awareness of obtaining 

halal certificates is still quite low. This is mainly caused by lack of access to information. Through 

community service activities, academics collaborate with halal assistants to actively encourage and 

provide assistance in processing halal self-declarations. The assistance provided by 21 F&B 

businesses within Telkom University was able to increase business understanding and awareness in 

obtaining halal certificates. The halal processing process begins with creating an NIB which is then 

continued by filling in the product table and production process as data that will be used in SiHalal. In 

the results of the activity evaluation, it can be stated that the mentoring participants benefited from the 

presentation given by the presenters while also gaining practical experience and knowledge in 

managing halal "self-declare". 

Keywords: Halal Self-Declare, Assistance, F&B Business, Sihalal. 

 

PENDAHULUAN 

Warga muslim yang menjadi penduduk mayoritas di Indonesia selalu memperhatikan kehalalan 

produk yang dikonsumsinya. Untuk itu, kebutuhan produk halal menjadi syarat wajib yang dipenuhi 

bagi pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan kepada pembelinya (Nurfahmiyati dkk., 2023). 

Pencantuman label halal menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha sehingga 

mempengaruhi konsumen dalam meningkatkan minat beli kosumen terhadap produk yang 

dipasarkannya (Rido & Sukmana, 2021; Segati, 2018), meningkatkan  kepercayaan sehingga dapat 

memperluas jangkauan penjualan produk (Wulandari, 2023), dan menjamin keberlangsungan usaha 

yang dijalankan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Mashuri dkk., 2022). Pengurusan kehalalan 
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produk harus mendapatkan perhatian UMK, salah satunya melalui halal self-declare, sehingga 

berbagai manfaat yang disampaikan diatas dapat terwujud. 

Halal self-declare merupakan suatu program yang memungkinkan UMK mendapatkan sertifikat 

halal dengan prosedur yang relatif lebih sederhana, hanya dengan mengajukan pernyataan kehalalan 

yang telah dipenuhinya untuk setiap bahan yang digunakan pada produk dan memenuhi fatwa 

kehalalan yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (Khalimy dkk., 2023; Mahmud, 2023). 

Pengajuan halal self-declare merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Pemerintah, 2021) yang 

juga pernah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal (Pemerintah, 2014) dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 

82/Menkes/SK/I/1996 (Pemerintah, 1996) yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan labelisasi yang 

didasarkan atas hasil sertifikasi halal.  

Untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya UMK yang memiliki sertifikat halal, 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis 

(Sehati) yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sertifikasi halal dan memenuhi permintaan 

produk halal (Umami dkk., 2023). Berdasarkan data sertifikasi halal (BPJPH, 2023) yang dirilis oleh 

BPJPH, tren pendaftaran sertifikasi halal pada tahun 2023 mengalami lonjakan yang sangat tinggi, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Peningkatan ini setidaknya menunjukkan animo UMK untuk 

memanfaatkan program sertifikasi gratis yang telah diluncurkan oleh BPJPH. Selain itu, jika 

diperhatikan distribusi sertifikat per provinsi yang disajikan pada Gambar 2, Provinsi Jawa Barat 

menempati urutan tertinggi sebagai daerah yang memiliki sertifikat halal terbanyak dibandingkan 

dengan provinsi yang lain. Data ini bisa menggambarkan minat dan Upaya yang telah dilakukan oleh 

para pelaku UMK di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas usahanya. 

Meskipun tren pendaftaran sertifikat halal mengalami kenaikan yang sangat tinggi, faktanya, 

bagi UMK, pengajuan proses halal menggunakan sistem yang telah disediakan bukanlah hal yang 

mudah (Ilham, 2022). Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha 

(Nasori dkk., 2022; Zuchrillah dkk., 2023) yang dikarenakan keterbatasan dalam mengakses sistem 

informasi (Aslikhah & Moh. Mukhsinin Syu’aibi, 2023). Upaya yang dapat dilakukan, khususnya oleh 

perguruan tinggi sebagai salah satu penggiat peningkatan kesadaran masyarakat adalah dengan 

memberikan pendampingan dan edukasi yang efektif (Gunawan dkk., 2020; Mahmud dkk., 2023). 

 

 
Gambar 1. Tren Pendaftaran Sertifikat Halal Self-Declare 

 

 
Gambar 2. Distribusi Sertifikat Halal per Provinsi 
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Dukungan perguruan tinggi dalam membantu UMK dalam mengajukan sertifikasi halal self-

declare dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan umum yang dilakukan 

diantaranya memberikan pelatihan dan penyuluhan sekaligus mendampingi proses pengajuan 

sertifikasi produknya (Arifin, 2023; Enzovani dkk., 2023). Dampak nyata yang dirasakan oleh UKM 

melalui kegiatan tersebut beragam, mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang 

didaftarkan secara daring sampai dengan penyelesaian proses pengajuan self-declare melalui aplikasi 

SiHalal (Zuchrillah dkk., 2023). Lebih jauh, kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesadaran UMK 

untuk memperoleh sertifikasi halal produknya (Pardiansyah dkk., 2022; Saati dkk., 2023). Untuk 

mendukung pengurusan sertifikat halal self-declare bagi para pemilik kantin sebagai pelaku usaha di 

bidang food and beverage (F&B), Universitas Telkom bekerja sama dengan Komunitas Halal 

Bandung menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan edukasi dan 

pendampingan pengurusan NIB dan pengisian data pengurusan halal menggunakan aplikasi SiHalal. 

 

METODE 

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pendampingan 

pengurusan halal self-declare kepada para pelaku usaha (pemilik kantin) di kantin di lingkungan 

Universitas Telkom dilaksanakan pada bulan November tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan 

dilaksanakan secara bertahap dengan urutan aktivitas sebagai berikut. 

a. Penjajakan Kerjasama 

Dalam pelaksanaannya, Universitas Telkom bekerja sama dengan Komunitas Halal Bandung 

(KHB) yang menjadi wadah bagi pendamping halal yang telah mendapatkan sertfikat dari 

Lembaga Pendampingan PPH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam kesempatan ini, 

KHB mengirimkan 7 (tujuh) pendamping yang akan mendampingi pelaku usaha dalam 

mengurus NIB dan identifikasi bahan baku serta proses produksi yang digunakan sebagai 

dokumen kelengkapan pengurusan halal self-declare. 

b. Pengiriman undangan 

Pada tahap selanjutnya, penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melalui 

Direktorat Logistik dan Aset Universitas Telkom memilih pemilik kantin yang akan 

diikutsertakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasilnya, sebanyak 21 pelaku 

usaha dikirimkan undangan sebagai peserta pendampingan pengurusan halal self-declare. 

c. Pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan utama pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 21 

November 2023 pukul 09.00 – 15.30 WIB bertempat di Coworking Lab, Fakultas Ilmu 

Terapan, Universitas Telkom, Bandung. Agenda yang diselenggarakan pada pendampingan 

pengurusan halal self-declare mencakup 3 (tiga) aktivitas yaitu: sosialisasi dan pemaparan 

pentingnya mendapatkan sertifikat halal, pengurusan NIB, dan pendampingan proses produk 

halal. 

d. Evaluasi kegiatan 

Di akhir kegiatan, untuk mendapatkan evaluasi serta umpan balik guna perbaikan kegiatan, 

penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat membagikan kueioner yang harus diisi 

oleh peserta. Pada kuesioner yang telah dibagikan, peserta mengisikan penilaiannya dalam 

skala 1 (sangat tidak setuju)-4 (sangat setuju). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri 

bahwa kehalalan produk yang akan dikonsumsinya menjadi perhatian utama masyarakat muslim. 

Akibatnya, pelaku usaha sebagai produsen harus mampu memenuhi tuntutan konsumen dan 

menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, untuk dapat memenangkan persaingan 

usaha dan memberikan jaminan kualitas produk yang ditawarkannya, pelaku usaha harus memberikan 

perhatian pada label halal. Pemerintah Republik Indonesia melalui BPJPH menyediakan berbagai 

program dan fasilitas yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha sehingga kehalalan produknya dapat 

diakui dan mendapatkan legalitas. Tidak kalah, berbagai upaya juga dilakukan oleh komunitas maupun 

akademisi untuk mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha khususnya UMK untuk 

mendapatkan sertifikat halal. 

Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha F&B di lingkungan Universitas Telkom, diberikan 

pemaparan pentingnya label halal untuk produk-produk yang dijualnya, seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 3. Secara umum, para pelaku usaha mengerti pentingnya label halal untuk memberikan 
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jaminan kualitas pada produknya, hanya saja dikarenakan pangsa pasar pelaku usaha yang eksklusif di 

lingkungan kampus, mereka tidak cukup sadar untuk melengkapi produk-produknya dengan label 

halal. Seiring dengan peluang untuk mengembangkan pemasaran dengan memanfaatkan mode 

penjualan yang saat ini beragam, melalui pemaparan yang disampaikan, para pelaku usaha diajak 

untuk memahami manfaat yang bisa didapatkan ketika produk yang dipasarkannya memiliki label 

halal. Dari pemaparan yang disampaikan, peserta antusias dan tergugah segera mengurus sertifikat 

halal untuk produk-produk yang dipasarkannya.  

 

 
Gambar 3. Brainstorming Manfaat Label Halal 

 

Memulai langkah yang baru dalam pengurusan halal tentunya bukan hal yang mudah bagi para 

pelaku usaha. Pengalaman proses sertifikasi dan alur proses pengurusan halal khususnya halal self-

declare harus diperkenalkan dan dicontohkan agar lebih mudah dilakukan. Setelah mendapatkan 

pemahaman manfaat labelisasi halal pada produknya, peserta kegiatan kepada masyarakat diberikan 

penyuluhan terkait tahapan pengurusan halal seperti yang disajikan pada Gambar 4. Pendamping dari 

KHB menjadi narasumber utama yang menjelaskan alur pengurusan halal termasuk berbagai dokumen 

yang harus disiapkan untuk mengurus halal self-declare.  

Proses pengurusan halal yang didampingi oleh KHB dimulai dengan pengurusan NIB secara 

daring melalui Online Single Submission (OSS), sesuai dengan yang ditunjukkan pada Gambar 5. 

Untuk memudahkan proses pendaftaran, sebelum mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

peserta diharuskan menyiapkan data pendaftaran NIB mencakup: nama, alamat sesuai dengan dengan 

yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomer HP atau WhatsApp, NIK, email dan informasi 

lain terkait usaha yang dijalankannya, seperti: daftar produk, lama usaha, luas ruang produksi, 

kapasitas produksi, omset, dan jumlah tenaga kerja. Pendamping memandu para peserta dalam 

mengisikan data di website www.oss.go.id. Peserta dapat melakukan pendaftaran menggunakan 

perangkat yang dimilikinya atau menggunakan laptop yang telah disediakan oleh penyelenggara. 

Hasilnya, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan mendapatkan NIB. 

 

 
Gambar 4. Sosialisasi Tahapan Pengurusan Halal Self-Declare 
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Gambar 5. Pendampingan Pembuatan NIB 

 

Proses selanjutnya dalam pendampingan kepada pelaku usaha adalah pengurusan perijinan halal 

memanfaatkan program Sehati yang telah diluncurkan oleh BPJPH untuk mengakselerasi 

pertumbuhan UMK yang mengantongi sertifikat halal. Proses ini baru bisa dilakukan setelah proses 

pendaftaran NIB berhasil. Selain merujuk kepada data yang digunakan pada proses pendaftaran NIB, 

proses pendaftaran proses perijinan halal Sehati memerlukan data pendukung tambahan, mencakup: 

merk/produk usaha, bahan produksi yang digunakan, serta proses produksi yang diisikan kedalam 

tabel matrik bahan dan produk. Pendampingan secara langsung juga dilakukan oleh KHB bagi pelaku 

usaha yang telah memiliki data yang lengkap, seperti yang disajikan pada Gambar 6. Sesuai dengan 

formulir yang telah disediakan oleh KHB, pelaku usaha harus merinci bahan baku yang digunakan 

pada setiap produknya, sekaligus menjelaskan tahapan proses pengolahan bahan baku menjadi produk 

yang siap dijual. 

 

 
Gambar 6. Pendampingan Pengurusan Pencatatan Produk Halal 

 
KHB selaku pendamping memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua data yang diajukan 

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehalalan produk yang diajukan bukan hanyak ditentukan 

dari bahan baku yang halal, akan tetapi juga harus didukung dengan proses produksi yang memenuhi 

syariat Islam. Berbeda dengan pengurusan NIB yang umumnya membutuhkan waktu singkat, proses 

pengurusan halal self-declare membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, yaitu maksimal 12 hari 

terhitung setelah dokumen pengajuan diusulkan melalui SiHalal dan divalidasi oleh pendamping PPH. 

Dikarenakan keterbatasan waktu pendampingan, maka proses pengurusan halal self-declare difasilitasi 

sampai dengan pendataan produk yang akan disertifikasi lengkap dengan data pendukung yang harus 

diajukan ke SiHalal. 

Pada akhir kegiatan, untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 

peserta mengisikan kuesioner umpan balik. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta terdiri atas 5 

(lima) pertanyaan, yaitu: 1) kesesuaian materi kegiatan dengan kebutuhan pelaku usaha dalam 

pengurusan halal, 2) manfaat pelaksanaan kegiatan dan kecukupan waktu pelaksanaan, 3) kecukupan 

dan kejelasan materi yang dipaparkan, 4) kepuasan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaran 

kegiatan, dan 5) harapan keberlanjutan kegiatan pengabdian masyarkat kedepannya. 
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Dari hasil pengolahan kuesioner, peserta menyatakan materi yang disampaikan sudah dengan 

kebutuhan mereka dalam pengurusan halal. Selain itu, pemaparan manfaat label halal juga 

memberikan tambahan semangat untuk memperluas pemasaran produknya dan memberikan jaminan 

yang lebih baik kepada konsumen. Peserta merasa waktu yang diberikan untuk pendampingan kurang 

lama karena proses pengurusan halal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Akan tetapi melalui 

pendampingan dan evaluasi singkat yang diberikan oleh pendamping dapat memberikan ilmu dan 

pengetahuan yang praktis dalam pengurusan halal self-declare. Pelaku usaha berharap kedepannya 

dapat dilakukan kegiatan pendamping yang sejenis dan dapat mengeksplorasi permasalahan-

permasalahan baru yang ditemukan dalam pengurusan halal. 

 

SIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Telkom bekerjasama 

dengan KHB telah dilaksanakan dan diikuti oleh sejumlah 21 pelaku usaha F&B yang berada di 

lingkungan Universitas Telkom. Peserta merupakan pemilik kantin yang selama ini secara eksklusif 

memiliki pangsa pasar khusus yaitu sivitas akademika Universitas Telkom. Melalui kegiatan 

pendampingan halal self-declare, mereka kini memiliki NIB dan mendapatkan pengetahuan dalam 

pengurusan halal melalui SiHalal. Program pengurusan halal khususnya pada skema self-declare 

sangat bermanfat bagi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing usahanya dan 

memberikan jaminan kualitas produk yang dipasarkannya. Meskipun dilaksanakan dengan singkat, 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu menjadi penggerak bagi pelaku usaha dan 

meningkatkan kesadaran mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. 

 

SARAN 

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dibutuhkan koneksi internet yang cukup memadai 

untuk melakukan pengurusan ijin serta pengisian data secara online. Sayangnya, pada pelaksanaan 

kegiatan, cukup banyak peserta yang belum menyiapkan koneksi internet secara mandiri. Oleh karena 

itu, kedepannya untuk kegiatan yang serupa, penyelenggaran kegiatan sebaiknya memperhatikan 

kebutuhan koneksi internet yang dapat digunakan bersama-sama oleh semua peserta. 
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